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SALINAN PUTUSAN
Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama xXXxxxX XXxXxxxX yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara

Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 1214131502820003, Tempat tanggal lahir Hilizalo’otang,
15-02-1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan
Jalan Serbaguna Gg Damar Pasar 4, Kel/Desa Helvetia, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Johnny Tumanggor, SH dan Eke Hariyanto,
SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor JOHNNY
TUMANGGOR, SH & REKAN” beralamat di Gedung REQ Space, Jalan
Raya Pos Pengumben No. 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Domisili
Elektronik Email: bowougohae@gmail.com, Email
johnnytumanggor@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 034/SKK-
JTR/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteran
Pengadilan Agama xxxxxxx Xxxxxxx tanggal 10 Juli 2024 dengan Register
Nomor 1406/SK/07/2024, Selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;.

Melawan,
1. TERGUGAT, beralamat Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman
Kav. 79 Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota XXXXXXX XXXxXxxX, DKI
Jakarta, 12910, dengan Domisili Elektronik Email: tisbaran@gmail.com ,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mantong Batti, SH.,
LL.M., Fajar Samara, SH., Titis Baran, SH., MH., Pradnanditya
Anargha Putra, SH., dan Muhammad Raditio Jati Utomo, SH., yaitu
Legal & Government Ralations Departement PT Prudential Life
Assurance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
076/BOD/PLA/LGR/072024 tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di
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Kepaniteran Pengadilan Agama XxXxxxxx Xxxxxxx tanggal 13 Agustus 2024
dengan Register Nomor 1648/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I.

2. TERGUGAT, Beralamat Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 79 Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota XXXXXXX
xxxxxxx, DKI Jakarta, 12910 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Mohamad Farid, SH., MM., Ori Setianto, SH., MH., Rudy Pranata
Siahaan, SH., Dicky Kresno Eoh, SH., Irfa Ainun Nazhira, SH.,
Nathaniel David, SH., Andrean Fyko Kadafy, SH., dan Novi Widi
Astuti, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
OSS Partnership beralamat di The Boulevard Office Tower Lt.3 Office D1-
D2, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Domisili
Elektronik Email: rudysiahaan92@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 168/PSLA/LGL/VII/2024 yang terdaftar di Kepaniteran
Pengadilan Agama xxxxxxx XxxxxxX tanggal 13 Agustus 2024 dengan
Register Nomor 1645/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
IL.

3. TURUT TERGUGAT, beralamat di Gedung Soemitro
Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar
Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufti Asmawidjaja, Ceceh
Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H.,
Faiza Bestari Nooranda, Wika Febrina Putri, Sere Yordan, Lubna
Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo
Pardamean S., Naufaldi Tri Pambudi, Dita Putri Utami, Fikri Mursyid
Salim, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-203/D.01/2024
tanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama
XXXXXXX  XXXXXXX tanggal 19 Agustus 2024 dengan Register Nomor
1697/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Halaman. 2 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxxx xxxxxxx pada hari Rabu
tanggal 10 Juli 2024 dengan Register perkara Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :.
1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama pada Pasal 49, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam
penjelasan Pasal 49, huruf i, dinyatakan perkara Ekonomi Syariah meliputi:

a. bank syari'ah;
b. lembaga keuangan mikro syari'ah.

c. asuransi syari'ah;
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d. reasuransi syari'ah;

e. reksa dana syari'ah;

f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
g. sekuritas syari'ah;

h. pembiayaan syari‘ah;

i. pegadaian syari'ah;

J. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k. bisnis syari‘ah.

Bahwa oleh karena Asuransi Syariah merupakan kewenangan Pengadilan
Agama menyelesaikan, memeriksa, memutus sengketa perkara a quo, maka

Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama,;

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menerangkan, bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata

yang berlaku di Peradilan Umum.
Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam

Undang-undang ini.

Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah sesuai dengan
Pasal 118 HIR (1) berbunyi Gugatan-gugatan Perdata, yang pada tingkat
pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat
permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai
ketentuan pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai
wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak
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mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang

sebenarnya;

Bahwa oleh karena Tergugat beralamat/domisili kantor di XXXXXXX XXXXXXX,
maka Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx adalah Pengadilan yang berwenang
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan penyelesaian
sengketa Gugatan a quo yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat

mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama XXXXXXX XXXXXXX;

Maka Penggugat akan membuktikan dalil dalam gugatannya berdasarkan
fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang akan dibuktikan di muka sidang
Pengadilan yang berwenang serta menguraikan dan menjelaskan kepada
majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan

Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai terurai dibawabh ini:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Penerima Manfaat asuransi
yang tertera dan tercatat dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor:
13581420 dengan Pemegang Polis dan Peserta yang diasuransikan

adalah Peserta;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian:

PASAL 1 AYAT 22:

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan
perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah
untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi
dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

PASAL 1 AYAT 24:

Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur
dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
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2, Bahwa sebelum Polis diterbitkan, Tergugat | terlebih dahulu
menyodorkan isian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen
lain yang disyaratkan, dan setelah dinyatakan dokumen layak dan
memenuhi syarat, sehingga diterbitkanlah Polis oleh Tergugat | dengan

rincian sebagai berikut:

Pemegang Polis . Peserta
Nomor Polis : 13581420

Peserta diasuransikan : Peserta

Tanggal berlaku Polis : 11 Februari 2021

Pengelola : PT Prudential Life Assurance (Tergugat I)
Penerima Manfaat : Penggugat

Santunan Asuransi : Rp. 223.000.000,-

Jenis Asuransi : PRUIlink Syariah Generasi Baru

Premi Berkala : Rp. 700.000,-

Frekuensi Pembayaran : Bulanan

3. Bahwa oleh karena telah diterbitkannya Polis oleh Tergugat, maka
segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah sah
dan lengkap. Pemegang Polis dan Tergugat | terikat dengan “Perjanjian
Asuransi” yang mana Pemegang Polis berkewajiban membayar premi
setiap bulan, dan akan mendapatkan haknya pengajuan klaim polis saat
Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, demikian sebaliknya,
Tergugat | sebagai Pengelola berhak menerima pembayaran premi
setiap bulan dan berkewajiban membayar klaim Polis asuransi saat
Peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

4, Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat | telah terjadi
kesepakatan Perjanjian Asuransi Syariah, kesepakatan mana telah

memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320
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KUHPerdata, maka ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku padanya,
“Perjanjian Asuransi Syariah” antara Penggugat dan Tergugat | berlaku
sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak dan perjanjian tersebut harus
dilaksanakan dengan itikad baik;

5. Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi
asuransi setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
kepada Tergugat | dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021
sampai peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

6. Bahwa kemudian pada tanggal, 27 Mei 2022, peserta yang
diasuransikan (Peserta) meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan
Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-
KM-28072022-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tercatat dalam Polis PRUIlink
Syariah Generasi Baru, apabila Peserta diasuransikan (Peserta)
meninggal dunia, maka Penerima Manfaat (Penggugat) yang tertera dan
tercantum di dalam Polis akan mendapatkan Manfaat Dasar (Manfaat
Meninggal) uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah sebesar Rp.
223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dari Tergugat |
dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pertanggungan (PRUlink term syariah) = Rp.
203.000.000,00
- Uang Pertanggungan (PRUlink syariah generasi baru) = Rp.
20.000.000,00

Total ..oeeeiii = Rp. 223.000.000,00

(Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:
470/115/13.2006/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh
Desa Hilizalootano Laowo, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan,
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menerangkan, bahwa Penggugat (Penggugat) benar sebagai ahli
waris/ anak kandung dari almarhumah Peserta;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah, bahwa
pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada Tertanggung
yang namanya tercantum dalam Polis, sehingga sesuai dengan
adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis
secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang
klaim. Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan
polis merupakan perbuatan melawan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli
1999, berbunyi: "Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada
tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan
adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara
transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim"
"Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis
merupakan perbuatan melawan hukum"” Sumber: buku Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Tahun 2000

10. Bahwa berdasarkan pendapat Suharnoko S.H., M.L.I. dalam buku
“Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus” Penerbit Kencana, halaman
115, menyatakan: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan
dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir
dari Undang-Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari
perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang
perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian
kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila atas
perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan
gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak
yang menimbulkan kerugian.”

11. Bahwa berdasarkan KUHPerdata tentang Perikatan (Van
Verbintenissen), membedakan Perikatan yang lahir dari kontrak atau
perjanjian dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Pasal 1313

KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian
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adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sehingga, Perjanjian
Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola (Tergugat
I) sebagaimana tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 (PRUIink
Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat menurut hukum,
berdasarkan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak;

12. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang
dalam Polis Nomor: 13581420 (PRUIink Syariah Generasi Baru) tertera
dan tercatat Penggugat (in casu anak dari Peserta) sebagai Penerima
Manfaat ketika Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, lantas
Penggugat mengajukan klaim asuransi meninggal dunia kepada
Tergugat | yaitu PT Prudential Life Assurance;

13. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris,
Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata
dan berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 13581420
(PRUIink Syariah Generasi Baru) yang tertera Penggugat (Penggugat)
sebagai Penerima Manfaat, sehingga berdasar dan beralasan bahwa
Penggugat adalah orang yang berhak menerima manfaat uang Santunan
Asuransi Jiwa Syariah dari Tergugat ;

14. Bahwa setelah diajukan klaim ke Tergugat |, pada tanggal 29
Agustus 2023 justru Tergugat Il (PT Prudential Sharia Life Assurance)
mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan,
menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan
kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Peserta,
dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan dalam SPAJ
tercantum penghasilan Rp 50.000.000,- s/d Rp100.000.000,- per bulan,
pada kuesioner diisi, bahwa penghasilan ibu Mine Lio sebesar
Rp5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- per bulan, dengan alasan tidak
memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada
laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil;
15. Bahwa oleh karena pengajuan klaim oleh Penggugat diajukan ke
Tergugat | (PT Prudential Life Assurance) dan jawaban penolakan klaim
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dibuat dan dikirim oleh Tergugat Il (PT Prudential Sharia Life Assurance),
maka PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai pihak dalam
Gugatan a quo sebagai Tergugat Il. Adapun PT Prudential Life
Assurance ditarik sebagai Tergugat |, oleh karena Surat Pengajuan
Asuransi Jiwa (SPAJ) dibuat oleh Tergugat | dan menerbitkan Polis serta

menerima pembayaran Premi adalah Tergugat I;

Sementara, adapun PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai
Tergugat I, oleh karena saat Penggugat mengajukan klaim kepada
Tergugat |, disebutkan Tergugat | melalui Surat, bahwa per 1 April 2022,
telah dilakukan pemisahan unit Syariah berdasarkan pendirian PT
Prudential Sharia Life Assurance, Pemegang Polis Asuransi Jiwa
Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis
Syariah;

16. Bahwa pemisahan unit Syariah dari PT Prudential Life Assurance
dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance tanpa adanya
pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat sebagai Pemegang
Polis, yang mana merupakan PIHAK dalam Perjanjian Polis Asuransi
Jiwa Syariah. Penggugat pun mengetahuinya ketika pada saat
pengajuan klaim Polis Asuransi Jiwa kepada Tergugat |;

17. Bahwa Penggugat merasa haknya terabaikan ketika saat
pengajuan Klaim Polis, Tergugat Il menolak klaim dengan dalih/alasan,
adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat
Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuesioner yang
ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak
memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada
laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil.
Sementara di sisi lain, Penggugat memenuhi kewajiban membayar
Premi setiap bulan kepada Tergugat | sampai si Tertanggung meninggal
dunia;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat Il menolak klaim uang

Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban dari
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PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja
membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat, hanya
dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan saat pengajuan
SPAJ dan pada kuesioner pengajuan klaim, termasuk karena Peserta
(Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan
tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah
warung kecil, berbagai alasan yang dibuat untuk tidak membayar klaim,
sementara disisi lain pembayaran premi diterima setiap bulan sejak Polis
disetujui sebesar Rp. 700.000,-/bulan, namun hal ini dibatalkan begitu
saja oleh Tergugat II;

19. Bahwa Penggugat mengirimkan Peringatan/Somasi pertama
kepada Tergugat | pada tanggal 06 Desember 2023 dan
Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember 2023
dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat || membalas
Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis, sehingga
Penggugat tidak kunjung juga mendapatkan haknya menerima
pembayaran Uang Pertanggungan dari Para Tergugat sebagaimana
tertera dalam Polis;

20. Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan peserta
yang diasuransikan dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan
dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT,
sehingga dipandang sebagai upaya untuk tindak membayar klaim
asuransi dan upaya menghindar dari kewajiban kepada Penggugat.

Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

a. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan

penyelesaian atau pembayaran klaim.”
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b. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,
dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan
Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui
proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.”

21. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Pasal 4, disebutkan, OJK dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan

C. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.

22. Bahwa oleh karena Turut Tergugat diberikan kemampuan
melindungi kepentingan Konsumen (Pemegang Polis) dan Masyarakat,
termasuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, oleh karenanya, dalam
Perkara a quo ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;

23. Bahwa oleh karena tidak adanya syarat-syarat baku pengajuan
klaim polis asuransi jiwa meninggal dunia yang ditentukan oleh TURUT
TERGUGAT (Otoritas Jasa Keuangan), lantas dijadikan perusahaan
asuransi (Tergugat 1l) sebagai “lahan empuk” membuat syarat-syarat
sesuka hati untuk menolak klaim Polis dari Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat Asuransi, sebagaimana dalam perkara a quo, karena
adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat
Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuesioner yang
ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak
memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada
laporan pembayaran pajak sebagai syarat klaim Polis, sehingga klaim
Polis ditolak dan dibatalkan sepihak oleh Tergugat II;
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24, Bahwa sudah seharusnya TURUT TERGUGAT membuat
persyaratan dokumen yang baku untuk pengajuan klaim polis asuransi
jiwa, untuk menghindari perusahaan asuransi (Penanggung/Pengelola),
meminta bermacam-macam dokumen yang tidak sinkron dengan
pengajuan klaim Polis, yang mana sebenarnya tujuannya untuk
menolak membayar klaim Polis Asuransi;

25. Bahwa Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur bahwa: “Tiap-tiap
perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi,
dan bunga.”

26. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti
bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa
yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga sesuai
dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Para Tergugat (Tergugat |
dan Tergugat IlI) secara tanggung renteng berkewajiban mengganti
biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak
dipenuhinya perikatan tersebut;

Adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai
berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Tidak dibayarnya Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia
berdasarkan Polis Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) dari PRUIlink
Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah uang Rp.
223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

1. Uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,- X
banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada
Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan

kewajibannya secara keseluruhan;
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2. Tindakan PARA TERGUGAT telah menyusahkan dan membebani
pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam
menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya,
akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil

Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

27. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya gugatan tidak sia-sia (illusoir) mohon agar
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset
milik Perusahaan PARA TERGUGAT (TERGUGAT dan
TERGUGAT);

2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di

Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi,

Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxx xxxxxxx, DKI Jakarta;

28. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi
Putusan ini, maka perlu upaya pemaksa berupa uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap
harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini;

29. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti yang
nyata, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum
untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding,
maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

30. Mohon dukungan Majelis Hakim yang Mulia yang merupakan
Wakil Tuhan di dunia untuk membantu mengungkap cara-cara tidak fair
Para Tergugat dalam menjalankan Usaha Asuransi Jiwa, Penggugat
sangat membutuhkan manfaat Uang Pertanggungan yang sebelumnya

sudah dibayar premi setiap bulan;

Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia
Pengadilan Agama xxxxxxx Xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan untuk memberikan Putusan:
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1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi PRUIlink Syariah

Generasi Baru yang tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 adalah sah
dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) telah
cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang
tercantum dalam Polis;

4, Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) secara
tanggung renteng untuk membayar Uang Santunan Asuransi Jiwa
Syariah akibat meninggal dunia berdasarkan Polis PRUIlink Syariah

Generasi Baru, Nomor

Polis: 13581420 dengan jumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh
tiga juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) secara
tanggung renteng untuk membayar uang kontribusi sebesar 2% per
bulan x Rp. 223.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak
Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan
Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

6. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) secara
tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat
setara dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas
harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak

berupa:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik
Para Tergugat (TERGUGAT dan TERGUGAT);

2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential
Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan

Setiabudi, Kota xxxxxxx xxxxxxx, DKI Jakarta;
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8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dengan
uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan
Putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun
ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXxxX XXXXxxX berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para

Tergugat, serta Turut Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta
Turut Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis telah
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi,
namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal, 13 Agustus
2024, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim
memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya,
akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahannya diselesaikan
secara kekeluargaan, dan tetap setiap persidangan menyarankan agar

melakukan mediasi secara suka rela, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut
Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal, 9 September 2024

yang pada pokoknya sebagai berikut;

EKSEPSI dari Tergugat |

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)
Karena mencampuradukkan Antara Gugatan Wanprestasi
dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1.1.Bahwa PENGGUGAT mendasari Gugatan a quo adalah

sebagai suatu Gugatannya wanprestasi:

Halaman 3 Gugatan:

“.....kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara Gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh

Para Tergugat sebagai terurai di bawah ini:... dst”
Halaman 9 angka 26 Gugatan:

“Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa
PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa
yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata,
Tergugat ...dst.”

Halaman 10 Petitum angka 3 Gugatan:

“Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) telah
cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban
sesuai yang tercantum dalam Polis”

1.2.Bahwa pada bagian lainnya dalam Gugatannya,
PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil yang mengisyaratkan
suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh
TERGUGAT | dan/atau TERGUGAT II, sebagai berikut:
Halaman 5 angka 9 Gugatan:
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“Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah, bahwa
pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada
Tertanggung yang namanya tercantum dalam Polis, sehingga
sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi
harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk
siapa yang berhak menerima uang klaim. Pembayaran uang
asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan
perbuatan melawan hukum:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996
tanggal 07 Juli 1999, berbunyi: “Pembayaran uang
asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang
namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai
dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi
harus selalu melihat polis secara transparan akan
menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim”
“Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari
ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum”
Sumber: buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun
2000

Halaman 7 angka 18 Gugatan:

“Bahwa dikarenakan Tergugat |l menolak klaim uang
Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-
jawaban dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak
dapat begitu saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan

hak Penggugat,..dst.”
Halaman 8 angka 20 Gugatan:

“Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan
Pemegang Polis dan permintaan dokumen yang tidak ada
hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh
PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk
tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari
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kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut

bertentangan dengan:

a. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syatriah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan
yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya
dilakukan  sehingga  mengakibatkan  keterlambatan

penyelesaian atau pembayaran klaim”

b. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan
Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan
melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan
adil”

Bahwa berdasarkan kutipan Gugatan di atas, maka terbukti
bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah
mencampuradukkan antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
dengan perbuatan melawan hukum. Padahal, berdasarkan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (“MA”) No. 1875
K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan
MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001,
penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan
wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib
beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Perbuatan PENGGUGAT yang mencampuradukkan perbuatan
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melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji membuktikan
bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur.

Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984.:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan
perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara

dan harus diselesaikan tersendiri pula.”

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:

“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu
Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya

harus diselesaikan tersendiri.”

Oleh karenanya dalil-dalii Gugatan PENGGUGAT yang
menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan
melawan hukum, adalah GUGATAN YANG TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL).

2. Eksepsi Gugatan Kaburl/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Karena Posita yang Didalilkan PENGGUGAT Memiliki

Kontradiksi Dengan Apa yang Dituntut (Petitum)
2.1. Bahwa dalam posita PENGGUGAT dalam Gugatan
him. 6 angka 14, dikutip sbb:
“Bahwa setelah diajukan klaim ke Tergugat |, pada tanggal 29
Agustus 2023 justru Tergugat Il (PT Prudential Sharia Life
Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dan
tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar
klaim atas meninggalnya Peserta, dengan alasan adanya
perbedaan data penghasilan dalam SPAJ tercantum
penghasilan Rp 50.000.000,- s/d Rp100.000.000,- per bulan,
pada kuesioner diisi, bahwa penghasilan ibu Peserta sebesar
Rp5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- per bulan, dengan alasan

tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran,
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dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha

(almh) adalah warung kecil™;

2.2, Bahwa PENGGUGAT kemudian menuntut
TERGUGAT | dan TERGUGAT Il karena telah melakukan
wanprestasi, sebagaimana dikutip dalam Gugatan him. 10
angka 3 dikutip sbb:

“Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) telah
cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban
sesuai yang tercantum dalam Polis;”

2.3. Bahwa dalam posita PENGGUGAT menyatakan jika

yang melakukan penolakan klaim meninggal atas Polis

PRUIink Syariah Generasi Baru No. 13581420 a.n Peserta
“Polis”) adalah TERGUGAT 1I, namun dalam Petitum

Gugatan, PENGGUGAT menuntut untuk menyatakan
“Tergugat | dan Tergugat Il (Para Tergugat) telah cidera
janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai
yang tercantum dalam Polis”.

Sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, dan
tidak terdapat hubungan kausal mengenai apa yang menjadi
dasar tuntutan dengan apa yang dituntut dalam Gugatan
PENGGUGAT.

24. Bahwa berdasarkan buku M. Yahya Harahap
berjudul Hukum Acara Perdata him. 520, dijelaskan mengenai
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1360 K/Sip/1973 yang
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas

alasan terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum.
2.5. Oleh karenanya dalil-dalii Gugatan PENGGUGAT

yang memiliki kontradiksi antara posita dan petitum, adalah
GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).
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PERMOHONAN:

Bahwa dengan demikian, TERGUGAT | telah dapat membuktikan
bahwa secara umum Gugatan PENGGUGAT patut ditolak untuk
seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat
diterima karena Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak
lengkap (obscuur). Untuk itu, TERGUGAT | mohon perkenan dan
kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo agar dapat
mengadili Perkara a quo dengan memberikan amar putusan yang
pada pokoknya menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak

dapat diterima.

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang dikutip
shb:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu
bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai

dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi
dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang
debitur dinyatakan wanprestasi.

2. Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya
yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian him. 62, somasi adalah
peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor
kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan
kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas
waktu tertentu.

3. Bahwa dibantah dalil Gugatan him. 7 angka 19 yang dikutip
shb:
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“Bahwa Penggugat mengirimkan Peringatan/Somasi pertama
kepada Tergugat | pada tanggal 06 Desember 2023 dan
Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember
2023 dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat Il
membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim
Polis, sehingga Penggugat tidak kunjung juga mendapatkan
haknya menerima pembayaran Uang Pertanggungan dari Para

Tergugat sebagaimana tertera dalam Polis”;

4, Faktanya, TERGUGAT | telah menjelaskan secara rinci

kepada PENGGUGAT jika portofolio Polis telah dialihkan kepada

TERGUGAT Il dalam tanggapan Somasi | dan Somasi Il yang

dilayangkan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2023 dikutip sbb:
“Mengenai Polis No. 13581420 atas nama Peserta (“Polis
Syariah”)

1. Bahwa telah dilakukan
pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan dengan pendirian
PT Prudential Sharia Life Assurance (“Prudential Syariah”)
yang kemudian diikuti dengan pengalihan portofolio
kepesertaan Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah
termasuk perpindahan polis asuransi jiwa Syariah dari
Perusahaan ke Prudential Syariah.

2. Bahwa dengan adanya
pengalihan portofolio kepesertaan Syariah tersebut maka
sejak tanggal 1 April 2022, pemegang polis asuransi jiwa
Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk
Polis Syariah.

3. Bahwa adapun pada tanggal
25 Maret 2022, telah diumumkan di dalam harian kabar
nasional yang menyampaikan bahwa Prudential Syariah telah
mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat
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Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022.
4, Merujuk kepada penjelasan di
atas, maka segala surat menyurat, keluhan dan hal-hal lain
terkait Polis Syariah, dapat ditujukan kepada Prudential
Syariah dengan alamat sebagai berikut:
PT Prudential Sharia Life Assurance Prudential
Tower, lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav.79 xxxxxxx
xxxxxxx 12910, IndonesiaTel: (021) 2995 8577
Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id”
Namun berdasarkan Gugatan PENGGUGAT,

PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan Somasi
ataupun surat apapun ke TERGUGAT II, melainkan
langsung mengajukan Gugatan a quo.

5. Dibantah pula pernyataan PENGGUGAT jika “dan
selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat |l
membalas Somasi” hal ini adalah pernyataan yang sesat dan
menyesatkan dari PENGGUGAT sebab bagaimana mungkin
TERGUGAT Il bisa menjawab Somasi dari PENGGUGAT, jika
PENGGUGAT saja belum pernah sama sekali mengirimkan

Somasi apapun kepada TERGUGAT II;
6. Tindakan PENGGUGAT yang tidak pernah melayangkan

Somasi sebelumnya kepada TERGUGAT Il, menjadikan belum
terdapat dasar untuk menentukan pada saat kapan PARA
TERGUGAT dinyatakan wanprestasi. Sehingga Gugatan
seharusnya belum bisa diajukan, karena wanprestasi belum terjadi

(prematur).

PERMOHONAN:

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan di
atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur dan oleh
karenanya, TERGUGAT | mohon agar Majelis Hakim Yang
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Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur

dan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

C. EXCEPTIE NON-ADIMPLETI CONTRACTUS
1. Bahwa PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat/Ahli

Waris dari Pemegang Polis (in casu Almh. Peserta) menyatakan
PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena tidak
membayarkan klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Namun fakta menunjukkan sebaliknya, yaitu PENGGUGAT telah
melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak menyampaikan
mengenai penghasilan dengan benar di dalam Surat Pengajuan
Asuransi Jiwa Elektronik dengan Nomor 9109086057 tertanggal 10
Februari 2021 ("SPAJ”") yang merupakan satu kesatuan dokumen

yang tidak terpisahkan dengan Polis Asuransi.

2. Bahwa Almh. Peserta yang merupakan Pemegang Polis
sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan telah menyampaikan
keterangan dalam SPAJ memiliki penghasilan rutin per bulan
sebesar Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta, namun saat PENGGUGAT
mengajukan klaim meninggal Polis, PENGGUGAT mengisi
Kuisioner tanggal 19 Agustus 2023 dengan menyatakan sbb:

! |
KETERANGAN PEKERIAAN & KELUARGA
3. Apa pekerjaan/usaha/bisnis lbu MINE LODI saat membeli pdi‘s 7 .
_ Dedacioney 'Iunt{ dudlan 4 warunn Leperd aqmi Tokeok, Af- mingal dagenem
nabe  , coby, i¢h belol wdemiedwt |

4. Berapa rata-rata penghasilan Ibu MINE LOI *alam satu budan 7 [mohon difsi dolam Rupiah)
By 500000 Sld G \pooo- 0@

|

3. Bahwa dengan tidak memberikan keterangan secara benar
di dalam SPAJ maka sebenarnya PENGGUGAT telah terlebih

dahulu melakukan wanprestasi, yang terjadi sejak saat dibuat dan
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disampaikannya SPAJ kepada TERGUGAT tanggal 10 Februari
2021. Sehingga dapat diartikan bahwa PENGGUGAT telah
melakukan wanprestasi terlebih dahulu dibandingkan klaim
PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam gugatan a quo.
Untuk itu, secara prinsip TERGUGAT | maupun TERGUGAT Il tidak
memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh
PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi
terlebih dahulu.

4. Bahwa argumentasi TERGUGAT | sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 156 KISIP/1955 tanggal
15 Mei 1957 dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company
melawan Oei Ho Liang:

“Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka
Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama

tersebut.”
PERMOHONAN:

Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT seharushya
dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dianggap tidak dapat
diterima karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi

terlebih dahulu terhadap ketentuan di dalam Polis Asuransi.

D. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT I
BUKANLAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN
SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM GUGATAN (ERROR IN
PERSONA - KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

1. Bahwa PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT | sebagai
pihak dalam Gugatan (gemis aanhoeda nigheid) sebab hubungan
hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT | seluruhnya telah
dialihkan menjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Il dengan
dasar hukum berupa izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
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16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022;

2. Bahwa pemisahan unit usaha syariah dari TERGUGAT |
dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan asuransi syariah
baru (in casu TERGUGAT Il) yang diikuti dengan pengalihan
seluruh portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi
syariah baru (in casu TERGUGAT II), hal mana sesuai dengan
Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK 69
2016") yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

(1) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dapat dilakukan dengan cara:

a. mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau
Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang diikuti
dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan
kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan

Reasuransi Syariah baru; atau

b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit
Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau
Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah

memperoleh izin usaha”

3. Selanjutnya, pemisahan unit usaha syariah dari PT
Prudential Life Assurance (in casu TERGUGAT 1) ke badan usaha
baru yang bernama PT Prudential Sharia Life Assurance (in casu
TERGUGAT II), juga telah diumumkan di dalam harian kabar
nasional.

4, Sehingga dibantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatan him. 7
angka 16 yang dikutip sbb:
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“Bahwa pemisahan unit Syariah dari PT Prudential Life Assurance
dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance tanpa
adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat
sebagai Pemegang Polis, yang mana merupakan PIHAK dalam
Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Syariah. Penggugat pun
mengetahuinya ketika pada saat pengajuan klaim Polis Asuransi
Jiwa kepada Tergugat I"

5. Bahwa sangatlah tidak mungkin PENGGUGAT tidak
mengetahui adanya pemindahan portofolio unit usaha syariah
termasuk Polis dari TERGUGAT | kepada TERGUGAT Il, sebab
pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan telah dilakukan
dalam surat kabar nasional dan diberitahukan kepada seluruh
Pemegang Polis asuransi syariah  TERGUGAT |, yang mana
pemberitahuan tersebut merupakan salah syarat apabila
TERGUGAT | ingin melakukan pemisahan unit usaha syariah
dengan mendirikan TERGUGAT Il yang disusul oleh pengalihan
portofolio syariah ke TERGUGAT II, sesuai dengan Pasal 21 ayat 1
dan 2 POJK 69 2026 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib
memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada
pemegang polis setelah permohonan izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui

OJK, yaitu melalui:

a. pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam
surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan

b. surat kepada setiap pemegang polis.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib

mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit
Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau
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Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah Perusahaan Asuransi
Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil
Pemisahan memperoleh izin usaha dari OJK, paling lambat
12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan keputusan

pemberian izin usaha dari OJK."

6. Terlebih lagi, TERGUGAT | telah menjelaskan secara rinci

kepada PENGGUGAT jika portofolio Polis telah dialihkan kepada

TERGUGAT Il dalam tanggapan Somasi | dan Somasi Il yang

dilayangkan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2023 dikutip sbb:
“Mengenai Polis No. 13581420 atas nama Peserta (“Polis
Syariah”)

5. Bahwa telah dilakukan
pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan dengan pendirian
PT Prudential Sharia Life Assurance (“Prudential Syariah”)
yang kemudian diikuti dengan pengalihan portofolio
kepesertaan Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah
termasuk perpindahan polis asuransi jiwa Syariah dari
Perusahaan ke Prudential Syariah.

6. Bahwa dengan adanya
pengalihan portofolio kepesertaan Syariah tersebut maka
sejak tanggal 1 April 2022, pemegang polis asuransi jiwa
Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk
Polis Syariah;

7. Bahwa adapun pada tanggal
25 Maret 2022, telah diumumkan di dalam harian kabar
nasional yang menyampaikan bahwa Prudential Syariah telah
mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022;
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8. Merujuk kepada penjelasan di
atas, maka segala surat menyurat, keluhan dan hal-hal lain
terkait Polis Syariah, dapat ditujukan kepada Prudential
Syariah dengan alamat sebagai berikut:
PT Prudential Sharia Life Assurance Prudential
Tower, lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav.79 Xxxxxxxx
xxxxxxx 12910, Indonesia Tel: (021) 2995 8577

Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id”

Namun PENGGUGAT seolah berpura-pura tidak mengetahui
adanya fakta pemberitahuan ini dan tetap mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx dengan PT Prudential Life
Assurance sebagai TERGUGAT I.

7. Bahwa PENGGUGAT mengakui sendiri dalam Gugatan
him. 7 angka 18 yang dikutip sbb:

“Bahwa dikarenakan Tergugat Il menolak klaim uang
Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban
dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu
saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak
Penggugat, hanya dengan alasan adanya perbedaan data
penghasilan saat pengajuan SPAJ dan pada kuesioner pengajuan
klaim, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha,
buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan
pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil,
berbagai alasan yang dibuat untuk tidak membayar klaim,
sementara disisi lain pembayaran premi diterima setiap bulan sejak
Polis disetujui sebesar Rp. 700.000,-/bulan, namun hal ini

dibatalkan begitu saja oleh Tergugat Il

PENGGUGAT mengakui jika yang melakukan penolakan klaim
meninggal atas Polis adalah TERGUGAT Il dan yang melakukan
pembatalan perjanjian secara sepihak adalah TERGUGAT II, tanpa
adanya keterlibatan apapun den